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Kegaksaan dalam menjalani fungsi kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan
keadilan, juga melakukan fungsi-fungs yudikatif lain yang diberikan oleh undang-undang. Terutama dalam
penanganan perkara korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan
kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Dengan mengoptimalkan kewenangan diskresi
Kegaksaan yang sudah

diakui sgjak pertamakali diundangkan Undang-Undang K gjaksaan Pokok K e aksaan Nomor 15 Tahun 1961
bahwa di Indonesia Jaksa Agung berwenang mengenyampingkan perkara

pidana berdasarkan kepentingan umum. Maka seharusnya eksistens diskresi kejaksaan dengan berlandaskan
asas oportunitas dapat dijadikan acuan para jaksa untuk melawan praktik-praktik korups yang sudah
mergjalela dan banyak menimbulkan kerugian keuangan negara, agar proses pengembalian tersebut dapat
dilakukan tanpa harus melewati tahapan persidangan yang begitu panjang. Untuk itu maka diperlukan
adanyaregulasi khusus dan pemahanan komperhensif agar dapat menemukan suatu formula yang tepat dan
efektif dalam mengantisipasi berbagai bentuk kejahatan korupsi. Dengan mencari korelasi antara penerapan
asas oportunitas dan asas oportunitas, serta dengan menggunakan metode perbandingan hukum terhadap
peraturan-peraturan di berbagal negara di dunia.

<hr>

State Attorney, in running the function of judicial power in prosecution field for law enforcement and
justice, also performs other judicial functions which are given by the law. Especially in handling corruption
cases that one of the main objectives (purposes) isto recover or restore state financial losses due to
Corruption. By optimizing the state Attorneys discretion authority that has been recognized since it was first
enacted by the Generals Attorney Law Number 15 of 1961 that in Indonesia the Attorney General has the
authority to disregard criminal cases based on public interests. So the existence of a prosecutors (state
attorneys) discretion based on the principle of opportunity can be used as a reference to fight corruption
practices that are already rampant and cause alot of state financial losses, so that the return process can be
carried out without having to go through such along trial. For this reason, special regulations and
comprehensive understanding are needed in order to find an appropriate and effective formulain
anticipating various forms of corruption. By looking for

correlations between the application of the legality of principle and the principle of opportunity, and by
using the method of comparing laws against regulations in various countries in the world.
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